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ABSTRAK 

 

Rabiatul Adawiyah (2021):  Pelaksanaan Pengawaan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan 

Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung 

Kabupaten Indragiri Hilir 

 Penelitian ini dilatar belakangi adanya aduan  masyarakat mengenai 

lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) yang sudah 

berdiri sejak tahun 2012, sementara itu pemerintah pusat telah menetapkan suatu 

kebijakan nasional tetang lingkungan hidup berupa aturan hukum nasional, yaitu 

dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping 

itu pemerintah pusat juga bertangung jawab sebagai pengawas serta penegakan 

hukum lingkungan. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 

pengawaan dinas lingkungan hidup dan kebersihan terhadap pengelolaan 

lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir  

dan Bagaimana Tindak lanjut dari temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap permasalahan 

lingkungan yang di timbulkan oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL).  

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan 

Pengawaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan 

Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir 

dan Untuk mengetahui faktor kendala dalam Pelaksanaan Pengawaan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. 

Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.  

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten 

Indragiri Hilir. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini yaitu 64 orang terdiri 

atas 1 orang Kabid Pemantauan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan, 1 orang Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, 1 orang 

Manager PT. Setia Agrindo Lestari (SAL), 1 orang Kepala Desa dan 60 orang 

Masyarakat Desa Pungkat. Penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara, angket, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. 
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 Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh bahwa Pelaksanaan 

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten 

Indragiri Hilir terhadap pengelolaan lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) 

dilaksanakan bersama dengan Tim Kabupaten sudah sesuai dengan aturan 

peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jika hasil dari pengawasan 

tersebut menemukan suatu aturan yang tidak di patuhi maka PT. Setia Agrindo 

Lestari (SAL) akan diberikan sanksi berupa teguran. 

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pengelolaan Lingkungan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Di dalam suatu lingkungan kehidupan yang terdiri dari manusia dan 

sumber daya lingkungan yang merupakan atau kesatuan. Sumber daya 

lingkungan sebagai kebutuhan jasmani dan rohani yang memiliki keterbatasan 

sehingga dalam pemanfaatannya perlu di optimalkan untuk kemaslahatan 

manusia, namun dibalik semua kesediaan dan keterbatasan yang dimilikinya 

perlu dikelola secara cepat sehingga sumber daya alam yang tersedia dapat 

berkesinambungan dan dapat pula dinikmati oleh generasi yang akan datang.
1
 

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan sernua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dari perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2
 Demi mewujudkan 

keberlangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, 

diperlukan adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Namun, manusia 

sering disebut sebagai kendala, bahkan perusak sumber daya alam.  

Sehingga diperlukan kebijakan nasional untuk membantu dalam hal 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan pengembangan sistem 

terpadu yang dilaksanakan dipusat ke daerah. Kepedulian terhadap lingkungan 

hidup di Indonesia dijelakan dengan diundangkannya berbagai peraturan 

                                                 
1
 Iwan Setiawan, “Pencemaran Udara Dalam AntisiaiTeknis Pengelolaan Sumber Daya 

Lingkungan”. Jurnal SMARTek. Vol. 8, No. 2, Mei 2010, hal. 120-129. 
2
 Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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perundang-undangan, seperti peraturan tentang baku mutu lingkungan hidup, 

peraturan tentang penataan ruang dan wilayah, peraturan tentang limbah, 

peraturan tentang kesehatan dan masih banyak lagi. 

Masalah mengenai lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, 

dan serius. Permasalahannya bukan hanya sekedar bersifat lokal atau 

translokal, tetapi regional, nasional, transnasional dan global. Dampak-

dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau 

dua segi saja, tetapi kait-mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang 

memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara sub 

sistem. Masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang 

semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab 

yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.
3
 

Salah satunya yang sangat berhubungan dengan lingkungan yaitu 

pembangunan industri. Pada dasarnya industrialisasi adalah sebuah dilema. Di 

satu pihak, pembangunan industri ini sangat diperlukan untuk meningkatkan 

penyediaan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk 

memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara melalui 

ekspor. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai efek/dampak 

negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup dan sumber alam.
4
 

                                                 
3
 N.H.T. Siahan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 

2004), hal. 1.  
4
 R.M Gatot P Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 

hal. 195-196. 
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Lingkungan juga menjadi salah satu pendorong terpenuhinya 

kebutuhan manusia. Hubungan manusia dan lingkungan juga dipengaruhi oleh 

perkembangan zaman. Adanya perkembangan zaman menuntut manusia agar 

dapat berkembang. Perkembangan tersebut dapat berupa perkembangan 

teknologi, ekonomi, maupun industri. Perkembangan tidak selalu memberikan 

dampak poitif bagi manusia dan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan 

dampak negatif. Salah satunya yaitu pembangunan atau pembukaan 

usaha/lahan yang angat erat kaitannya dengan lingkungan hidup. 

Dalam pelaksanaan pembangunan atau pembukaan uaha/lahan akan 

menyebabkan perubahan pada lingkungan dan sumber daya alam, tetapi tanpa 

pembangunan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak mungkin dapat 

diwujudkan. Seolah-olah antara pembangunan dan kehendak untuk 

melestarikan kesadaran dan kemampuan sumber daya alam serta lingkungan 

hidup saling bertentangan . Oleh sebab itu keduanya harus dikelola dan 

ditangani secara serasi dan seimbang.  

Lingkungan hidup yang dimanfaatkan oleh seseorang/peruahaan harus 

disertai dengan pengawasan dari pemerintah daerah. Pengawasan lingkungan 

hidup merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung oleh Pegawai Negeri yang diperintahkan untuk melakukan 

pengawaan lingkungan hidup, atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di 

pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan 

mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan/usaha terhadap 

ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan 

hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam 
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perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL).
5
 

Terbitnya Undang-undang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya untuk menjaga 

lingkungan hidup tanpa mengabaikan kehendak pembangunan. Hukum 

mengenai lingkungan dibuat untuk mengatur agar suatau pembangunan 

menjadi terkendali, terencana dan berkesinambungan seperti tujuan 

pembangunan bagi negara  Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah memberikan pengertian bahwa 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang 

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 

dan penegakan hukum. 

Kabupaten Indragiri Hilir adalah daerah yang terletak di sebelah Timur 

Provinsi Riau, dengan luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau 

kecil sebanyak 25 pulau. total jumlah penduduk sebanyak 645.686 jiwa dan 

kepadatannya 51/km
2
 (130/sq mi). Sebagai kabupaten yang cukup luas, dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah 

Kabupaten Indragiri Hilir  yaitu dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup dan 

                                                 
5
 Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, Pengawasan Indutri Dalam Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan Edisi 1, (Jakarta: Granit, 2007), hal. 21-22. 
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Kebersihan (DLHK). Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir 

sangat berperan penting terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
6
 

Di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten, Indragiri Hilir 

terdapat Usaha Perkebunan Kelapa sawit PT. Setia Agrindo Lestari yang telah 

memperoleh izin lokasi, Izin PT. SAL berawal dari penerbitan Keputusan 

Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal & Promosi Daerah Kab. Indragiri 

Hilir Nomor: 503/BP2MPD-IL/VIII/2012/05 tentang Pemberian Izin Lokasi 

Kepada PT. Setia Agrindo Lestari Untuk Perkebunan Kelapa Sawit 

Kecamatan Tempuling (Gaung) Kabupaten Indragiri Hilir seluas ±17.095 HA 

tanggal 01 Agustus 2012.
7
 

Izin lokasi tersebut memiliki kejanggalan dan bertentangan dengan 

hukum. Kejanggalan yang dirasakan yang pada awalnya lokasi di Kecamatan 

Tempuling, lantas berubah menjadi Kecamatan Gaung. Selain itu, Areal izin 

seluas 17.095 ha milik PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) berada di atas lahan 

gambut dan hutan alam. Pemberian izin ini bertentangan dengan Inpres 

Moratorium yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 

tahun 2011. Lokasi tersebut masuk dalam revisi PIPIB 1-6. 

Areal seluas 17.095 ha milik PT SAL juga tumpang tindih (atau berada 

di atas izin) milik PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan PT Bina Keluarga. 

Kedua perusahaan tersebut bergerak di sektor tanaman industri akasia.
8
 Areal 

luas sekitar 17.095 ha, masuk ekosistem gambut dan sebagian besar kedalam 

                                                 
6
 RPIJM Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

8
 WALHI Riau, data di peroleh dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau, Pada 30 

Desember 2020. 
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lebih dari 3 (tiga) Meter. Dampak daripada itu gambut menjadi kering karena 

saluran drainase perusahaan. PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) tidak 

memberikan 20% dari luasan areal tanam untuk membangun kebun 

masyarakat.
9
 Sementara itu dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 

15 Ayat (1) bahwa “Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau 

IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban 

memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling 

kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.
10

  

Menurut pengakuan warga di Desa Pungkat, PT. Setia Agrindo Lestari 

(SAL) tidak pernah melakukan sosialisasi AMDAL. Warga tidak tahu soal 

AMDAL. Namun dari Kepala Desa yang menjabat pada saat itu memastikan 

PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) sudah melakukan sosialisasi AMDAL 

kepada warganya.
11

  

Tanah bergambut merupakan penopang mencari nafkah: tempat kelapa 

dan pohon pinang tumbuh yang sudah mereka tanami puluhan tahun. Kayu 

dari hutan mereka ambil untuk membuat kapal. Kayu dari hutan juga mereka 

gunakan untuk membuat rumah panggung, kuburan, toilet dan tempat mandi 

di tepi sungai, dan jembatan untuk menambatkan kapal-kapal di tepi pinggiran 

Sungai Gaung. Sungai Gaung merupakan urat nadi kehidupan mereka jadi 

jalur transportasi untuk menjual hasil panen berupa kelapa, pinang dan kapal. 

                                                 
9
 Mongabay.co.id, Berkonflik Dengan Perusahaan Sawit PT SAL Warga Pungkat Kirim 

Surat Ke BP, (https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2018/05/25/berkonflik-

dengan -perusahaan-sawit-pt-sal-warga-pungkat-kirim-surat-ke-bpn/amp). 
10

 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Perkebunan. 
11

 WALHI RIAU, Warga Pungkat Membela Kampung. 

(https://official.walhiriau.or.id/2014/12/08/warga-pungkat-membela-kampung/).  

https://official.walhiriau.or.id/2014/12/08/warga-pungkat-membela-kampung/
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Air Sungai Gaung juga digunakan untuk mandi, bila hujan tidak turun air 

Sungai Gaung juga yang mereka minum. Hutan Rawa Gambut dan Sungai 

Gaung telah membesarkan anak-anak Gaung ke dunia pendidikan.  

Sejauh berdirinya usaha perkebunan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) 

masyarakat sangat merasakan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan 

mata pencaharian warga. Air sungai Rawa yang biasa di konsumsi oleh warga 

desa pungkat sudah tidak layak konsumsi dan tercemar, masyarakat pungkat 

yang mayoritas bekerja sebagai pengarjin kapal, sejak adanya PT. Setia 

Agrindo lestari (SAL) dan melakukan penebangan hutan, masyarakat desa 

pungkat kesulitan untuk mencari bahan baku pembuatan kapal.
12

  

Dari pihak PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) memberikan alternatif lain 

sebagai pengganti air rawa yang sudah tercemar dengan menyediakan sumur 

Bor untuk digunakan oleh masyarakat Desa Pungkat, namun berdasarkan 

observasi air sumur bor tersebut tidak hidup berjalan dengan semestinya dan 

tidak bisa untuk digunakan oleh masyarakat Desa Pungkat.  

Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran Pemerintah dalam pengawasan 

dan penertiban kelestarian sumber daya alam yang menjadi prioritas sebagian 

masyarakat, dan sangatlah penting peran pemerintah untuk melindungi 

kebutuhan perlindungan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan 

karena oknum lainnya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai 

salah satu institusi yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kerusakan lingkungan diharapkan mampu mencegah atau mereduksi potensi 

terjadinya gangguan lingkungan.  

                                                 
12

 WALHI RIAU, Meminta Keberpihakan Negara Warga Desa Pungkat Datangi Kantor 

Wilayah BPN Provinsi Riau. (https://official.walhiriau.or.id/2018/04/02/meminta-keberpihakan-

negara-warga-desa-pungkat-datangi-kantor-wilayah-bpn-provinsi-riau/).  
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Berkaca dari masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut dalam bentuk karya ilmiah tentang: PELAKSANAAN PENGAWAAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TERHADAP 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA AGRINDO LESTARI 

(SAL) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 

TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN 

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI 

DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI 

HILIR). 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini lebih fokus, tersusun sistematis dan 

terarah maka penulis membatasi ruang lingkup terhadap masalah yang dikaji 

agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya 

mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa 

Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir). 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawaan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari 
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(SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di 

Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Bagaimana Tindak lanjut dari temuan hasil pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap 

permasalahan lingkungan yang di timbulkan oleh PT. Setia Agrindo 

Lestari (SAL)? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengawaan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan 

PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Untuk mengetahui faktor kendala dalam Pelaksanaan Pengawaan 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan 

Lingkungan Oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.  



10 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis  

1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran mengenai Pengawasan Izin Lingkungan PT. Setia 

Agrindo Lestari (SAL) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan 

Kebersihan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2012 Tentang Izin Lingkungan Di Desa Pungkat Kecamatan 

Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. 

2) Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara sistematis dan 

rasional dalam meneliti permasalahan terkait pelaksanaan perizinan 

perusahaan tersebut dan memberikan wawasan pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca terhadap pentingnya izin lingkungan sebelum 

mendaftarkan perusahaan dan menjalankan perusahaan sesuai 

dengan ketentuan yang diperoleh dan sesuai dengan aturan 

perundang-undangan. 

b. Secara Akademis 

1) Dapat menambah wawasan bagi peneliti dengan mengaplikasikan 

ilmu yang telah diperoleh secara teori lalu di terapkan lapangan. 

2) Untuk pedoman atau bahan informasi bagi pembacanya. 

3) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) 

pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan 

tujuan tertentu,
13

 cara berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan yang rasional empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, empiris berarti cara-

cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain 

dapat mengetahui cara-cara yang digunakan sedangkan sistematis artinya 

proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah 

yang bersifat logis.
14

 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum 

maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.
15

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Yaitu 

penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang secara 

langsung dilapangan.
16

 Penulis menggunakan jenis penelitian yaitu jenis 

pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap 

keadaan yang nyata pada Pelaksanaan Pengawaan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Setia 

Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

                                                 
13

 HB Satopo, Metode Penelusuran Kualitatif, (Surakarta: UN Press 1999 ),  hal. 89. 
14

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2011),  hal. 24. 
15

 Peter Mahmud, Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 

2010), hal. 35. 
16

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres,1986),hal. 52. 
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Lingkungan Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten 

Indragiri Hilir, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan apa saja 

faktor kendala dalam Pelaksanaan Pengawaan Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Setia 

Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten 

Indragiri Hilir 

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini 

dikategorikan dalam penelitian deskriftif yaitu menggambarkan keadaan 

subjek atau obejek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak sebagai mana adanya.  

2. Lokasi Penelitian 

Adapun Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam hal ini penulis melakukan penelitian dan mengambil data dari Dinas 

Lingkungan Hidup Dan Kebersihan dan juga di Desa Pungkat. Adapun 

alasan penulis memilih penelitian disini antara lain untuk mengetahui, 

Pengawaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap 

Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di 

Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. 
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3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 

objek yang akan diteliti.
17

  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang 

diteliti dan di anggap mewakili seluruh populasi.
18

 Teknik 

Pengambilan Sampel dalam penelitian ini yaitu Purposive Sampling. 

Purposive Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri 

atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang 

erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat sampel dari populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.  

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Populai dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 

Kepala Bagian Pemantauan 

Dinas Lingkungan  Hidup dan 

Kebersihan 

1 1 100% 

2 

 

Seksi  Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan 
1 1 100% 

3 
Manager PT. Setia Agrindo 

Lestari (SAL) 
1 1 100% 

4 Kepala Desa Pungkat  1 1 100% 

5 Masyarakat Desa Pungkat 2998 60 2% 

Jumlah 3001 64 2,14% 

                                                 
17

 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja Grafika Grafindo, 

2011), hal. 122. 
18

 Ibid, hal. 124. 
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4. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Subjek penelitian ini adalah Kepala/Kepala Bidang Pemantauan Dinas 

Lingkungan, Kepala Desa Pungkat, Manager PT. Setia Agrindo Lestari 

(SAL) dan Masyarakat. 

b. Objek penelitian ini adalah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Setia Agrindo 

Lestari (SAL). 

5. Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau 

fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan 

atau kepastian sesuatu.
19

 

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh 

peneliti diantaranya : 

a. Data primer 

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai 

objek penulis dalam meneliti dengan cara observasi, mewawancarai 

dan dengan menyebarkan angket yang ditujukan kepada narasumber 

untuk memperoleh suatu data. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari kajian pustaka 

misalnya buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat 

para ahli yang berkaitan dengan suatu penelitian yang ada.
20

 

                                                 
19

 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977). hal. 281. 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: AlfaBeta, 

2017), hal. 225. 
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Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung karena peneliti 

memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen 

dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku 

dan data-data yang di peroleh dari tempat penelitian yang dilakukan.
21

 

Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum sebagai berikut:  

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif/mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan. seperti 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh 

melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada 

sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian.
22

 Bahan hukum sekunder meliputi hasil 

karya ilmiah dan penelitian yang relevan terkait penelitian ini, 

termasuk diantaranya skripsi, thesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, 

kamus hukum, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya 

melengkapi kedua bahan tersebut seperti kamus, Ensiklopedia, yang 

berkaitan dengan topic yang dikaji dalam penelitian ini.  

                                                 
21

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Grafindo,2006 ) hal. 96. 
22

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), cetakan 

ke-8, hal. 13. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data perlu di lakukan oleh peneliti bertujuan 

untuk mendapatkan data-data yang valid dalam peneliti. Peneliti 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Pengamatan (Observasi) 

Peneliti mengumpulkan data dengan pengamatan langsung di 

tempat peneliti. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan 

sebagai tambahan data informasi dalam peneliti. Atau observasi 

merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta 

merekam perilaku secara sistimatis untuk tujuan tertentu.
23

 penulis 

melakukan pengamatan langsung tehadap objek yang akan diteliti 

dikawasan Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dikawasan kota 

tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti melakukan dialog 

percakapan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dengan 

cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin 

di teliti. 

c. Angket 

Angket adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

                                                 
23

 Hardiansyah Haris, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu ilmu Sosial (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), hal. 131. 
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dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.
24

 

Peneliti menyebarkan angket untuk mempermudah memperoleh data 

dari jumlah sampel yang lebih dari 100 orang. 

d. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan 

peneliti dalam mencari dan mengumpulkan teori-teori yang 

mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Peneliti 

mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi 

yang tersedia dan berkaitan dengan apa yang peneliti teliti. Metode ini 

dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan 

berkaitan dengan objek penelitian.Informasi diperoleh dari peraturan 

perundangundangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, dan lain-

lain. 

e. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data hasil dokumen atau 

berkas yang mendukung dalam penelitian ini.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
25

 

                                                 
24

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian :Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana, 2011), hal. 139. 
25

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 

2012), hal. 248. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu apa yang dinayatakan responden secara tertulis atau lisan dan 

prilakunya.
26

 Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana 

cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang 

bersifat khusus.
27

  

 

G. Sistimatika Penulisan 

Dalam melakukan pembahasan,akan di bagi dalam lima bagian 

penulisan dengan sistimatika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian yang digunakan, Teknik analisis data dan 

sistematika penulisan. 

BAB  II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti memaparkan gambaran umum tentang 

profil Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir 

meliputi sejarah singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Indragiri Hilir ,Visi dan Misi  Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, Struktur 

Organisasi, Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Tugas Pokok 

Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

                                                 
26

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.ke-3 (Jakarta: UI Press, 2007), 

hal. 24. 
27

 Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabet, 2014), 

hal. 252. 



19 

 

 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang defenisi Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dasar Hukum, Peran Para Pihak 

Dalam Pelakanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

BAB  IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas Pelaksanaan Pengawasan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan 

Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

Tindak lanjut dari temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap 

permasalahan lingkungan yang di timbulkan oleh PT. Setia 

Agrindo Lestari (SAL). 

BAB  V PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan.  



 

20 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 

Kabupaten Indragiri Hilir 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir 

merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup. 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sendiri berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir. 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir 

pertama kali berlokasi di Jalan Swarna Bumi dengan nama BAPEDALDA 

(Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah), lalu masih di lokasi yang 

sama namun dengan perubahan nama menjadi DLHPE (Dinas Lingkungan 

Hidup Pertambangan dan Energi).  

Pada tahun 2009 lokasinya berpindah ke Jalan Sungai Beringin dan 

dengan perubahan nama menjadi KLH (Kantor Lingkungan Hidup). Di tahun 

2012 kembali berpindah lokasi ke Jalan Akasia Komplek Kantor Bupati, 

dengan nama BLH (Badan Lingkungan Hidup). Pada tahun 2017 hingga 

sekarang dirubah kembali dengan nama DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan) yang berlokasi di Jalan Veteran Nomor 11, dan dikepalai oleh 

bapak Ir. H. ILLYANTO, MT.
28
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 LKJiP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir.  
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B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 

Kabupaten Indragiri Hilir 

Visi  

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) memiliki visi dan Misi. 

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten 

Indragiri Hilir adalah “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk 

mendukung terwujudnya Kabupaten Indragiri Hilir yang maju dan mandiri” 

Misi 

Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten 

Indragiri Hilir yaitu: 

1. Meningkatkan Kualitas dan Profesioalisme Sumber Daya Manusia Bidang 

Lingkungan Hidup 

2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan pelestarian 

sumber daya alam dengan mengendalikan tingkat pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup. 

 

C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 

Kabupaten Indragiri Hilir 

Adapun struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1  

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan 

 Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir 

 
 

Keterangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri 

Hilir 

 

1. Kepala : Ir. H. ILLYANTO, MT 

2. Sekretaris : Hj. MENA CHOIRIAH, S. Sos 

Jabatan Fungsional 

3. Kasubbag Perencanaan: YUDI INDRA, SKM 

4. Kasubbag Umum & Kepegawaian: ASLAMIYAH, SE 

5. Kasubbag Keuangan & Perlengkapan : CATRA KRISRANDI, SE 

6. Kabid Tata Lingkungan: AWELDAN, S.PI., M.Si 

- Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup: SITI HAFSAH, SE 

- Seksi Kajian Dampak Lingkungan: MHD. RAZKI KHALIQ, S.Sos 

- Seksi Pemeliharaan Lingkungan: SAID KHAIRI WAHYUDI, 

S.Hut 

7. Kabid Kebersihan: EDUWARYAH, S. Sos 

- Seksi Pengurangan Sampah: Hj. ROSMAWATI, S. Sos 
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- Seksi Penanganan Sampah: PAHRIZAL, SE 

- Seksi Pemrosesan Akhir Sampah: INDRA SAPUTRA, SE 

8. Kabid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan: Hj. 

Murnisyah, SE., MH 

- Seksi Pengendalian Pencemaran: RAHMAT SEPTIADI 

- Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan: SUSI IRAWATI, 

SKM 

- Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya: SURIAH, AMKL 

9. Kabid Pemantauan Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan: 

JULIANA, SH 

- Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan: ELIA, B.Sc 

- Seksi Penyelesaian Sengketa & Penegakan: WANDA FAUZAN, 

S.Si 

- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan: FAHRINA, S.Sos 

10. UPT Laboratorium Lingkungan: - 

11. UPT Pengelolaan Sampah: AL. AKHLUSSALIM, S.Pd 

 

D. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 

Indragiri Hilir 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai pasal 218 

pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten 

Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup. Adapun 

fungsinya adalah, sebagai berikut : 
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1. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintah di bidang Lingkungan 

Hidup; 

2. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan 

Hidup; 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan 

Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di 

bidang Lingkungna Hidup; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya
29

. 

 

E. Tugas Pokok Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) Indragiri Hilir 

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 

Kabupaten Indaragiri Hilir terdiri dari 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta 

keuangan dan perlengkapan. 

                                                 
29

 Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir. 
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3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang umum dan 

kepegawaian. 

5. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan dan 

perlengkapan. 

6. Kepala Bidang Tata Lingkungan 

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Tata Lingkungan lingkup 

Inventarisasi lingkungan hidup, Kajian Dampak Lingkungan, 

Pemeliharaan Lingkungan. 

7. Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup 

Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Inventarisasi 

Lingkungan Hidup. 

8. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Kajian Dampak 

Lingkungan. 
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9. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan 

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Seksi Pemeliharaan 

Lingkungan. 

10. Kepala Bidang Kebersihan 

Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kebersihan lingkup Seksi 

Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah Dan Pemrosesan Akhir 

Sampah. 

11. Kepala Seksi Pengurangan Sampah 

Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup seksi pengurangan 

sampah. 

12. Kepala Seksi Penanganan Sampah 

Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Penangan sampah. 

13. Kepala Seksi Pemrosesan Akhir Sampah 

Kepala Seksi Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pemrosesan Akhir 

Sampah. 

14. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 
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di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan lingkup, 

Pengendalian Pencemaran lingkungan, Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun. 

15. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan. 

16. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Seksi 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan. 

17. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun 

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang lingkup 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun. 

18. Kepala Bidang Pemantauan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan 

Kepala Bidang Pemantauan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Dinas di Bidang Pemantauan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan lingkup Pemantauan Kualitas Lingkungan, Penyelesaian 

Sengketa dan Penegakan hukum lingkungan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan. 
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19. Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan 

Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pemantauan Kualitas 

Lingkungan. 

20. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum 

Lingkungan 

Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum 

Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Bidang lingkup Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum 

Lingkungan. 

21. Kepala Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan 

Kepala Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Seksi Peningkatan 

kapasitas Lingkungan.
30
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 LKJiP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir. 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Hukum Lingkungan Hidup  

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah Enviromental 

Law (dalam bahasa inggris), Millieu Recht (bahasa Belanda), yang sama 

mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada 

di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang 

mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua 

benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi 

kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup 

lainnya.
31

 

Menurut Jur Andi Hamzah, hukum lingkungan adalah masalah 

lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti pertambahan 

penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, 

mengkonsumsi dan rekreasi, jadi permasalahannya tidak semata-mata 

menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial.
32

 

Menurut pakar hukum lingkungan Indonesia, menyatakan bahwa 

lingkungan hidup adalah jumlah semua benda, kodisi yang ada dalam ruang 

yangkita tempati yag mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu 

tidk terbatas jumlahnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada 

                                                 
31

 Soejono dirdjosisworo, pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat 

industri, (Bandung: alumni, 1983), hal. 29. 
32

 Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 

2.  
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ruang lingkungan itu. Faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor 

ekonomi, faktor politik atau faktor lain.
33

 

Menurut Drusten ada yang disebut Hukum Lingkungan pemerintahan. 

Hukum ini ada berkenan dengan pengelolaan lingkunga dilakukan terutama 

oleh pemerintah. Hukum lingkungan pemerintahan terbagi lagi dalam bidang 

seperti: 

a. Hukum Kesehatan Lingkungan  

Hukum kesehatan Lingkungan yakni berhubunga dengan 

kebijaksanaan dibidang lingkungan, dengan pemeliharaa kondisi air, 

tanah, dan udara dengan pencegahan kebisisngan yang pada tujuannya 

adanya keserasian perbuatan manusia. 

b. Hukum Perlindungan Lingkungan 

Hukum perlindungan lingkungan, cabang hukum lingkungan ini 

tudak hanya menyangkut suatu bidang, kebijaksanaan, tetapi sebagai 

kesatuan dari berbagai peraturan perundang-undanga disektor pengelolaan 

lingkungan hidup.  

c. Hukum Tata Ruang 

Hukum tata ruang yakni hukum yang erat kaitannya dengan 

penataan ruang yang diarahkan pada tercapainya atau terpeliharanya 

penyesuaian timbal balik antara ruang da kehidupan manusia.
34

 

                                                 
33

 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: 

Djambatan, 2004), hal. 32. 
34

 N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Pancuran alam, 

2008), hal. 63.  
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B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
35

 

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam 

pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, 

pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan 

hidup berasaskan kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan 

seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi 

peningkatan kesejahteraan manusia.
36

 

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa 

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga 

negara Indonesia bagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 

1945. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku 

kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar 

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang 

hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.  

                                                 
35

 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 ayat 2). 
36

 M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan Edisi kedua, (Jakarta Timur: 

Kencana, 2018), hal. 169.   
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Oleh sebab itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan 

dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas 

keberlanjutan, dan asas keadilan.
37

 Dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan 

konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman 

menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai 

dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak 

berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah 

lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya 

masalahmasalah lingkungan yang baru, antara lain masalah kerusakan 

hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan 

udara, permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan. 

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah 

menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan 

melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu di perbaharui lagi 
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 Muhammad Sadi Is, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Indonesia”. Jurnal Yudisial. Vol. 13 No. 3, 3 Desember 2020, hal. 315-316. 
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menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlinungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek 

perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat 

dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek 

perencanaan dan penegakan hukum.  

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat 

berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan 

perusakan lingkungan di lakukan oleh perusahaanperusahaan yang 

bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, 

kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang 

saja melainkan seluruh umat manusia dibumi ini. Oleh karena itu aspek 

penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara 

maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan 

pencemaran lingkungan. 

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap 

perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan 

melakukan hal-hal berikut ini:  

a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup (Pasal 22 ayat (1),dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, 

Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), 

(3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), 

Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang 
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Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / 

atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaran 

usaha dan atau kegiatan.  

b. Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 

wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL 

(Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup).  

c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan 

beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : 

Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, 

Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 

Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Pasal 58 ayat 

(1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) 

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup).
38

 

Dalam Pasal 3 UUPPLH, ditegaskan: PPLH Bertujuan: 
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a) Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup; 

b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 

c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem; 

d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan 

hidup; 

f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 

depan; 

g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan ha katas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari HAM; 

h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 

i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; 

j) Mengantisispasi isu lingkungan global.
39

 

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk 

melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan ketentuan Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan; dan penegakan hukum.  
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Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan 

hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal 

instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif 

berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Pasal di 

atas diharapkan dapat dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.
40

 

2. Peran Para Pihak dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Pada hakikatnya pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki 

kewajiban dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup ialah, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. 

a. Pemerintah 

Pemerintahan dalam arti luas dalah segala urusan yang 

dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan 

rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai 

Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan 

juga meliputi tugas-tugas lainnya temasuk legislatif dan yudikatif. 

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk 

membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah 

tertentu.
41
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Pemerintah merupakan pihak yang paling berperan dan yang 

paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat bertanggung jawab 

untuk merancang, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan 

pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, 

pemerintah pusat telah menetapkan suatu kebijakan nasional tetang 

lingkungan hidup berupa aturan hukum nasional, yaitu dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Disamping itu pemerintah pusat juga bertangung jawab sebagai 

pengawas serta penegakan hukum lingkungan. 

Disamping pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai 

peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 

“Dengan adanya desentralisasi perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, maka dalam pelaksanaannya akan lebih efisien 

karena merantai pengawasan dan pelaksanaan menjadi lebih pendek 

serta adanya rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi”. Dalam 

lingkup pemerintahan daerah juga harus dibentuk suatu lembaga yang 

mengurusi lingkungan hidup, baik berupa kantor atau badan agar 

dalam koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat semakin mudah. 

b. Masyarakat 

Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang 

secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. 

Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau 

https://www.merdeka.com/cari/?q=masyarakat
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terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat 

saling berinteraksi dan membantu satu sama lain.
42

 Pada dasarnya 

setiap orang dalam suatu kumpulan masyarakat memiliki hak dan 

kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat di suatu lingkungan hidup 

tetentu. 

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan 

bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sebagai bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia berhak 

mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses 

partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat.  

Disamping itu masyarakat juga berhak mengajukan usul 

dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 

Anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dan lembaga 

swadaya masyarakat seperti organisasi lingkungan hidup atau korban 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga dapat melakukan 

pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup tersebut kepada kantor lingkungan hidup. Selain itu, sesuai Pasal 

67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang 
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berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

c. Pelaku usaha 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi.
43

 

Bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan sesuai 

dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk: 

1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan 

tepat waktu. 

2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. 

3) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

Persetujuan lingkungan juga wajib dimiliki oleh setiap usaha/ 

atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak pentig 

terhadap lingkungan. Persetujuan lingkugan sebagaimana dimaksud 

yaitu diberikan kepada pelaku usaha. Persetujuan lingkungan menjadi 
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prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemeritah. 

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, 

dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; 

atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir 

UKL-UPL.
44

 

Selain daripada itu, sesuai Pasal 34 Undang-Undang 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dijelaskan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk 

dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL (Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup)”. Sedangkan untuk setiap usaha dan atau kegiatan 

yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat surat 

pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup. 

Disamping ini untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

memiliki AMDAL atau UKL dan UPL diwajibkan untuk memiliki izin 

lingkungan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin 

lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, 

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak 
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permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi 

dengan AMDAL atau UKL dan UPL. 

 

C. Pengawasan Lingkungan Hidup 

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan 

secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau 

kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

lingkungan hidup.  

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen 

penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal 

tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan 

pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan 

hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional. 

Adapun aspek yang diawasi yaitu; 

1. Ketaatan terhadap Izin lingkungan 

2. Ketaatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

(Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Limbah Bahan, 

berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, 

penimbunan, pengangkutan) 

3. Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, 

Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan 

beracun (LB3). 
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Adapun yang mengawasi yaitu sesuai dengan yang dijelaskan didalam 

Pasal 492 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, 

Gubernur. atau bupati/Wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap 

ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang 

ditetapkan dalarn Perizinan Benusaha atau persetujuan Pemerintah terkait 

Persetujuan Lingkungan dan peraturan Perundang-Undangan di bidang 

perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang rneliputi:  

c. Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh 

pcmerintah; atau  

d. Persetujuan Pemerintah. terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan 

oleh pemerintah. 

Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung jawab Usaha dan atau Kegiatan yang meliputi:  

a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan liingkungan yang diterbitkan oleh 

Pemerintah daerah provinsi; atau  

b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan 

oleh pemerintah Daerah provinsi. 

Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaata 

penanggug jawab Usaha an/atau Kegiatan yang meliputi: 
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a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  

b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
45

 

Namun Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota dapat mendelegasikan 

kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung 

jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam 

melaksanakan Pengawasan, Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota menetapkan 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional. 

Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jabatan fungsional 

Pengawas Lingkungan Hidup.
46

 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup disini yaitu Dinas Lingkungan 

Hidup,  Adapun wewenang dari Pejabat Pengawas lingkungan hidup yaitu: 

a. Melakukan pemantauan;  

b. Meminta keterangan;  

c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang 

diperlukan;  

d. Memasuki tempat tertentu;  

e. Memotret:  

f. Membuat rekaman audio visual;  
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g. Mengambil sampel;  

h. Merneriksa peralatan;  

i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;  

j. Menghentikan pelanggaran tertentu. 

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan 

penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 

dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan 

Hidup.
47

 

Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup. 

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:  

a. Pengawasan langsung;  

Pengawasan langsung yaitu dilakukan dengan mendatangi lokasi 

usaha dan/atau Kegiatan secara regular dan/atau insidental. 

b. Pengawasan tidak langsung. 

Pengawasan tidak langsung yaitu dilakukan melalui penelaahan 

data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data 

dari Sistem Informasi Lingkungan hidup. 

Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran 

yang berulang atau mnengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap 

Lingkungan hidup, pejabat pengawas Lingkungan hidup segera melakukan 

pengawasan langsung.
48
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Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 496 ayat (3) 

huruf a dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan 

perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait Persetujuan 

Lingkungan dan / atau informasi lainnya. Pengawasan reguler sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:  

a. Perencanaan pengawasan;  

b. Pelaksanaan pengawasan; dan  

c. Evaluasi pengawasan.  

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilakukan dengan tahapan:  

a. inventarisasi dan identifikasi perizinan Berusaha, dan Persetujuan 

Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan. serta informasi lainnya; dan  

b. penetapan prioritas usaha dan/atau kegiatan yarng diawasi dengan 

pengawasan langsung. 

Pelaksanaan pcngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

meliputi kegiatan:  

a. Persiapan pengawasan;  

b. Pemeriksaan ketaatan; dan  

c. Tindak lanjut hasil pengawasan. 

Evaluasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan antara perencanaan dengan 

pelaksanaan pengawasan serta memberikan uman balik terhadap perbaikan 
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pengawaan Perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan 

lingkungan.
49

 Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 

ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:  

a. Adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 

496 ayat (5) dan lndikasi pelanggaran yang terdeteksi; 

b. Adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran 

Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau 

c. adanya laporan dari pengelola Kawasan atas pelanggaran pelaksanaan 

RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam Kawasan.  

Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurf 

b, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam hal adanya laporan dari pengeiola kawasan sebagaimana 

diaksud padma ayat (1) huruf c, pejabat Pengawas Lingkungarr Hidup 

melakukan pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL 

rinci Pelaku Usaha dalam kawasan.
50

 

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan 

Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil 

pengawasan. Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat fakta dan temuan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan usaha 

dan/atau Kegiatan.  
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Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup meinberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang 

meliputi; a. administratif; b. perdata; dan/atau c. pidana, kepada Menteri, 

gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. 

Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan 

melalui sistem informasi Lingkungan hidup secara otomatis, terus-menerus 

dari dalam jringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup memberikan  rekornendasi tindak ianjut penegakan hukurn kepada 

Menteri, gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
51
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

diambil kesimpulan yaitu: 

1. Pada dasarnya Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir dengan apa yang didapati 

di PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) tidak ada yang berbeda dan sesuai 

dengan aturan yang diharuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir, dengan melakukan 

pengawasan langsung maupun tidak langsung. Apa yang dibutuhkan 

pemerintah telah dilakukan perusahaan dengan melakukan pelaporan hasil 

kepada pemerintah. Namun dari masyarakat masih membahas tentang 

lingkungannya yang terkena dampak, hal ini perlunya Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan (DLHK) memberikan penjelasan/sosialisasi kepada 

masyarakat terhadap limbah yang dikeluarkan oleh PT. Setia Agrindo 

Lestari (SAL).  

2. Temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir adalah terkait dengan 

permasalahan aduan masyarakat, namun aduan masyarakat itu pada 

dasarnya tidak mengarah kepada hal yang sesuai dengan standar ketentuan 

dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten 

Indragiri Hilir sendiri terhadap limbah.   
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B. Saran 

Melihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang hasil 

dan pembahasannya sudah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba 

memberikan beberapa saran yaitu: 

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri 

Hilir perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap limbah-

limbah yang ada, sehingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL)  harus diberikan. 

2. Pengawasan perlu dilakukan baik dari Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir dan juga Masyarakat 

sehingga dampak dari limbah tersebut tidak memberikan efek yang buruk. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA 

AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI DESA PUNGKAT 

KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) 

 

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang 

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap 

Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung 

Kabupaten Indragiri Hilir). Oleh karena itu, besar harapan saya agar Bapak/Ibu 

bersedia menjawab pertanyaan ini sesuai dengan fakta di lapangan. 

Identitas mahasiswa 

Nama   : Rabiatul Adawiyah 

NIM   : 11720724684 

Jurusan/Fak/Univ. : Ilmu Hukum/ Syariah dan Hukum/ UIN Suska Riau 

 

Pertanyaan  

1. Apakah dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sendiri 

menyetujui mengenai pendirian PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) di Desa 

Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir? 



 

 

2. Apakah izin lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) sesuai dengan 

kriteria untuk pemberian izin lingkungan? 

3. Apakah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memberikan 

persetujuan/rekomendasi pendirian kepada PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)? 

4. Bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 

terkait pendirian PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) di Desa Pungkat? 

5. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan dari PT. 

Setia Agrindo Lestari (SAL)? 

6. Bagaimana sikap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyikapi aduan yang di sampaikan oleh 

Masyarakat Desa Pungkat yang berada di daerah PT. Setia Agrindo Lestari 

(SAL)? 

7. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir?  

8. Apakah dari PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) berjalan sesuai dengan aturan 

yang ada? 

9. Bagaimana bentuk kewajiban PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) dalam 

melaksanakan kewajiban untuk menaati peraturan? 

10. Bagaimana tindak lanjut dari hasil temuan dari pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri 

Hilir jika ada permasalahan yang di timbulkan oleh PT. Setia Agrindo Lestari 

(SAL)?



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA 

AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI DESA PUNGKAT 

KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) 

 

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang 

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap 

Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung 

Kabupaten Indragiri Hilir). Oleh karena itu, besar harapan saya agar Bapak/Ibu 

bersedia menjawab pertanyaan ini sesuai dengan fakta di lapangan. 

 

Identitas mahasiswa 

Nama   : Rabiatul Adawiyah 

NIM   : 11720724684 

Jurusan/Fak/Univ. : Ilmu Hukum/ Syariah dan Hukum/ UIN Suska Riau 

 

Pertanyaan 

1. Apakah sejauh ini ada pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap PT. Setia Agrindo 

Lestari (SAL)? 



 

 

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir? 

3. Apakah PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) sudah mematuhi aturan dan 

kewajiban yang harus dipenuhi? 

4. Apa tindakan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) untuk mencegah suatu 

pelanggaran dari PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) sendiri? 

5. Apa konsekuensi yang diterima oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) jika 

melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada? 

6. Apakah PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) pernah melakukan sosialisasi 

kepada msyarakat mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh PT. Setia 

Agrindo Lestari (SAL)? 

 



 

 

KUISIONER PENELITIAN 

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT. SETIA 

AGRINDO LESTARI (SAL) BERDASARKAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI DESA PUNGKAT 

KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) 

 

Berikut ini adalah kuisioner yang berkaitan dengan penelitian  tentang 

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap 

Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Desa Pungkat Kecamatan Gaung 

Kabupaten Indragiri Hilir). Kuisioner ini hanya digunakan untuk penelitian. Oleh 

karena itu besar harapan saya kepada Bapak/Ibu bersedia mengisi kuisioner 

dengan sejujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 

 

1. Identitas Mahasiswa 

Nama/ Nim : Rabiatul Adawiyah/ 11720724684 

Jur/Fak/Univ  : Ilmu Hukum/ Syariah dan Hukum/ UIN SUSKA RIAU 

2. Identitas Responden 

Nama  :  

Umur  : 

Pekerjaan  :  

No. HP  : 

3. Petunjuk Pengisian Kuisioner 

a. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 



 

 

b. Berikan tanda () centang pada pilihan A(Ya), B(Tidak) yang sesuai 

dengan kebenaran dan keinginan Bapak/Ibu/ dan berikan pula jawaban 

pada titik-titik yang telah di sediakan. 



 

 

PERTANYAAN 

 

1. Apakah saudara sebelumnya sudah mengetahui bahwa akan di dirikan 

lahan untuk PT di desa pungkat ini? 

Jawab: 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah ada Pengikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan Amdal 

(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) PT. Setia Agrindo Lestari 

(SAL)? 

Jawab: 

a. Ya 

b. Tidak  

3. Bagaimana sikap saudara pada saat mengetahui lahan PT. SAL sudah 

didirikan, apakah saudara menyetujuinya? 

Jawab:  

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah pada saat PT. SAL didirikan, saudara merasakan dampak bagi 

lingkungan? 

Jawab: 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Apakah sebelum didirikan lahan perkebunan PT. SAL tersebut adalah 

lokasi tanaman perkebunan kelapa, pinang saudara yang masih 

berguna/produktif? 

Jawab: 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah saudara merasakan lingkungan hidup saudara terganggu setelah 

adanya PT. SAL tersebut? 



 

 

Jawab: 

a. Ya 

b. Tidak  

7. Apakah ada kebijakan dari Dinas Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir 

terkait masalah ini? 

8. Apakah saudara mengetahui mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)? 

a. Ya 

b. Tidak 

9. Apakah Saudara Pernah Melakukan Aduan Kepada Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan (DLHK) Mengenai Lingkungan Yang Terkena 

Dampak Oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL)? 

a. Ya 

b. Tidak 

10. Apa saja dampak terhadap lingkungan hidup yang saudara alami setelah 

adanya PT. SAL? 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  
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